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ABSTRAK 

 

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang 

Pariaman dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan zona integritas 

menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji. Sebab dari 1.601 usulan unit kerja 

pada tahun 2022, hanya sebagian kecil yang dinyatakan layak mendapatkan 

predikat zona integritas yakni 119. Dengan demikian penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai penerapan/implementasi pembangunan 

zona integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang 

Pariaman serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagai unit 

kerja peraih predikat WBK Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus instrumental, teknik 

pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan atau 

implementasi pembangunan zona integritas oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan 

implementasi antara lain dukungan politis dari pemerintah daerah, ketersediaan 

sumberdaya seperti sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia yang 

didukung melalui pelatihan, sosialisasi dan mentoring dari inspektorat dan bagian 

organisasi, pembagian tugas yang jelas dan terperinci yang disusun dalam 

dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, dan adanya komitmen serta 

kepatuhan terhadap wewenang kekuasaan selama proses implementasi. 

Kata kunci: Implementasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Faktor pendukung, Zona Integritas 

  



 

 

ABSTRACT 

  

The success of the Padang Pariaman Regency Population and Civil Registration 

Service in implementing the integrity zone development policy is an interesting 

issue to study. Because of the 1,601 proposed work units in 2022, only a small 

portion were declared worthy of the integrity zone title, namely 119. Thus, this 

research aims to provide an overview of the application/implementation 

construction of an integrity zone at the Padang Pariaman Regency Population 

and Civil Registration Service and explaining the supporting factors in the 

success of the Padang Pariaman Regency Population and Civil Registration 

Service as a work unit that won the 2022 WBK title. This research was conducted 

using a qualitative approach with an instrumental case study research design, 

Data collection techniques include primary data and secondary data through 

interviews and comments. The results of this research show that the application or 

implementation of the construction of integrity zones by the Population and Civil 

Registration Service of Padang Pariaman Regency is in accordance with the 

provisions contained in the Regulation on the Empowerment of State Apparatus 

and Bureaucratic Reform Number 90 of 2021. Factors that support successful 

implementation include support politics from regional government, availability of 

resources such as facilities and infrastructure, quality of human resources 

supported through training, socialization and mentoring from the inspectorate 

and organizational divisions, clear and detailed division of tasks which are 

prepared in the integrity zone development work plan document, and the existence 

of commitment and compliance regarding the authority of power during the 

implementation process. 
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